BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR (4  TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Menimbang

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan,

peran dan menjamin kesetaraan hak antara
perempuan dan laki-laki untuk menikmati kualitas
hidup di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan
hukum serta sebagai upaya mewujudkan
kesetaraan dan  keadilan gender  dalam
pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender
(PUG);

. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun kebijakan, program, dan Kkegiatan
pembangunan berperspektif gender yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dengan mengintegrasikan pengarusutamaan
gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan daerah, maka perlu



Mengingat

disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
vender (RAD-PUG) Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Akst
Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
(Convention on the Elimination of All Form of
Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277),

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024

tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi
Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran



Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun
2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem
Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

11.

12.

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarustamaan
Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2015 Nomor 5 tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 16) sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Nomor 35.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
Nomor 41 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara



Pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten

Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi
satu dimensi integral dari perencanaan, peényusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan di daerah.

9. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara
perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan
biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh
struktur masyarakat yang lebih luas.

10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagr laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
manusia, serta mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan
kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-
laki dan perempuan.

12. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara
sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya
berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan
manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar
permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan
tanggung jawab antara lakilaki dan perempuan.

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

14. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya
disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan
atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan
bagi laki-laki dan perempuan.

15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah



anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki
yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

16. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak
pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

17. Focal Poin Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit
kerjanya masing-masing.

18. Tim Teknis Kelompok Kerja PUG selanjutnya disingkat Tim Teknis Pokja
PUG adalah tim yang bertugas membantu Pokja PUG dalam
melaksanakan koordinasi dan analisis terhadap anggaran responsif
gender.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai
pedoman kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan lembaga
kemasyarakatan lainnya  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada dan atau dari masyarakat yang
berperspektif gender dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan
keadilan gender disegala sektor pembangunan.

Pasal 3

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender bertujuan memberikan acuan bagi
aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian
gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah
melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan
penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa,
dan bernegara, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun
lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut
RAD PUG Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai
pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan
mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebiliakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.



BAR IV
SISTEMATIKA

Pasal 5
RAD PUG Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 2029, memiliki

sistematika sebagar benkut

a  Pendahuluan;

b Gambaran Umum Kondisi Daerah;

¢ Kedudukan Pengarustamaan Gender (PUG
undangan dan siklus pembangunan daerah,

d  Analisis situasi pengarusutamaan gender

) dalam peraturan perundang-

di Kabupaten lLampung

Selatan,
e Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (P

Selatan,
f  Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Kabupaten Lampung Selatan;
Rencana Monitoring dan Evaluasi Pengarustama

Lampung Selatan.
h. Penutup

UG) Kabupaten Lampung
Pengarustamaan Gender

an Gender Kabupaten

Pasal 6
(1) Bupati menetapkan RAD Pengarusutamaan Gender Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2025-2029

(2) RAD Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran dan merupakan yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan
daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang
pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RAD PUG Tahun 2025-2029.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal § jutu 2025
BUPATI WMPUNG SELATAN,

ttd
RAITYO EGI PRATAMA
Diundangkan di Kalianda

pada tanggal § Juu 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 38



